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1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karirnun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, 
dan Kata Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf .a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan peraturan dimaksud; 

b. bahwa berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah 
terhadap pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai 
namun belum dilakukan pernbayaran, maka harus 
dianggarkan kembali pada akun belanja berkenaan dengan 
melakukan perubahan atas peraturan kepada daerah 
tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 
2017, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, 
dimana dinyatakan bahwa dalam hal bantuan keuangan 
dari Pemerintah Provinsi diterima setelah APBD 
Kabupaten/Kota ditetapkan maka penganggaran bantuan 
keuangan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
ABPD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, untuk 
selanjutnya ditampung dalam peraturan kepala daerah 
ten tang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017; 

Menimbang. 

BUPATI ROKAN HILIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS 'PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR ~I TAHUN 2017 

BUPATI ROKAN HILIR 
PROVINSI RIAU 

DELL
SALINAN



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah · (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); 

10.-Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Menimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Leinbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lnformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

1 7. Peraturan Pemerintah N omor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tah un 
2010 ten tang standar akuntansi pemerintahan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 



Rp. 1.881.013.701.949,67,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

Rp. 1.799.526.292.400, 
Rp. 81.487.409.549,67 ,- 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 terdiri dari : 
1. Pendapatan 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 6 ) diubah 
sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 
Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Ke pad a 
Kabupaten/Kota Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten 
Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan H ilir 
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 12); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 [Lernbaran Daerah Tahun 2017 
Nomor 3); 

25. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Tahun 2017 Nomor 
6 ). 



SUYATNO 

RAH KABUPATEN ROKAN HILIR 
NOMOR -i, \ 

Diundangkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal 2 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUP EN ROKAN HILIR, 

Ditetapkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal 2 Mei 2017 

BUPATI OKAN HILIR, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 

Pasal 2 

3. Lampiran II pada Pasal 3 diubah, sehingga Lampiran II berbunyi 
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

2. Lampiran I pada Pasal 2 diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

2.000.000.000,- 
23.000.615.200,- 

41.873.804.965,04 ,- 

2.000.000.000,- 
0 - , 

25.000.615.200,- 

25.000.615.200, 
0,- 

18.873.189.765,04,- 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 

Rp. 
Rp. 

b. Pengeluaran 
1) semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Rp. Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan 

Rp. 1.549.181.857.680, 
Rp. 312.958.654.504,63,- 

Rp. 1.862.140.512. 184,63,- 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 
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